
SOSIALISASI PENYAMPAIAN LHKPN 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAHUN WL 2023

Direktorat Pendaftaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring

Komisi Pemberantasan Korupsi



Menjaga Integritas para Penyelenggara Negara

Menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan 
tanggung jawab

Menjadi media kontrol masyarakat

Menghindari potensi konflik kepentingan

TUJUAN PELAPORAN 
HARTA KEKAYAAN

\



REGULASI

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
KPK Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Regulasi Lain terkait Pelaporan Harta
Misal : Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
Aparatur Negara (LHKAN)

• Pasal 7 (1) huruf a: Dalam melaksanakan tugas 
pencegahan, KPK berwenang untuk melakukan 
pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan 
penyelenggara negara.

• Pasal 5 (2) : bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, 
selama, dan setelah menjabat;

• Pasal 5 (3) : melaporkan dan mengumumkan kekayaan 
sebelum dan setelah menjabat;

• Pasal 20 : sanksi administratif bagi yang tidak lapor

• Periode Pelaporan
• Proses Pendaftaran WL
• Verifikasi Administratif
• Pengumuman
• Pemeriksaan
• Partisipasi Masyarakat



Pejabat 

Negara pada 

Lembaga 

Tinggi Negara

PENYELENGGARA NEGARA MENURUT UU 28 TAHUN 1999

Menteri Gubernur Hakim Pejabat 

negara yang 

lain sesuai 

dengan 

ketentuan

Pejabat lain yang 

memiliki fungsi 

strategis dalam 

penyelenggaraan 

negara



LHKPN
Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara termasuk harta 

yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, pasangan, dan anak yang 

masih dalam tanggungan, yang dituangkan dalam formulir yang telah 

ditetapkan oleh KPK

DEFINISI

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
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Alur Pelaporan LHKPN

Max. 60 hari kerja

Log in dengan Username 
dan Password yang telah 
diterima

Submit/kirim hasil 
pengisian e-Filing

Pengisian Modul
e-Filing oleh PN/WL

Pemberitahuan 
masuk ke email PN/WL Verifikasi 

Administratif 
oleh KPK

Token

Perbaikan 
e-Filing/ pengiriman 
kelengkapan oleh 
PN/WL

Belum lengkap /
perlu perbaikan

PN diberikan 
“TANDA TERIMA”

DIUMUMKAN

LENGKAP

e-Filing tidak dilengkapi /
tidak diperbaiki oleh PN/WL

DIKEMBALIKAN KE DRAFT
BELUM LAPOR / TIDAK PATUH

30 Hari Kalender

Max.
2 bulan

Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020



01

Alamat, Tempat & Tanggal Lahir, 
Status Pernikahan, dsb

Data Pribadi

03

Tanah & Bangunan, Alat Transportasi, Harta 
Bergerak Lainnya, Surat Berharga, Kas & 

Setara Kas, Harta Lainnya
(Informasi Detail Aset, Asal Usul, Atas Nama, 

Pemanfaatan, Tahun Perolehan, Nilai 
Perolehan, dan Nilai Pelaporan)

Harta
04

Kredit rumah, kendaraan, usaha, dsb 
(nilai pokok)

Hutang

05

Gaji, Bonus, Tunjangan, Usaha, Penjualan 
Harta dan Penerimaan Lainnya (akumulasi 
1 tahun terakhir)

Penerimaan
06

08

Surat Kuasa atas nama PN, Pasangan, Anak 
Tanggungan > 17th yang menjadi dokumen yang 
harus dilengkapi (hanya 1 kali)

Surat Kuasa

07
Pengeluaran rutin (biaya rumah 
tangga, pendidikan), pengeluaran 
harta, dan pengeluaran lainnya 
(akumulasi 1 tahun terakhir)

Pengeluaran

Pasangan & Anak

Data Keluarga

ISIAN LHKPN

02Jabatan, Sub Unit Kerja, Unit Kerja, 
Instansi sesuai tahun pelaporan

Data Jabatan



JENIS LAPORAN LHKPN
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PERIODIK KHUSUS

❖ Pertama kali menjabat
❖ Berakhir masa jabatan
❖ Pengangkatan kembali 

sebagai PN setelah 
berakhir masa jabatan

1 JAN - 31 MARET

MAKS 3 BULAN
SEJAK DIANGKAT / SEJAK 

PENSIUN

Selama Menjabat 
1 tahun sekali
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12

DATA PRIBADI
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DATA KELUARGA



PELAPORAN PERTAMA KALI
14



HARTA TIDAK BERGERAK
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UNTUK LOAD DATA HARTA SEBELUMNYAPELAPORAN KEDUA DAN SELANJUTNYA
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Ubah Lepas Tetap

Pastikan status Lama berubah menjadi 

Ubah, Tetap, atau Lepas

VALIDASI HARTA SEBELUMNYA
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ISIAN PENERIMAAN
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JENIS PENERIMAAN
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ISIAN PENGELUARAN
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JENIS PENGELUARAN
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PENGIRIMAN LHKPN
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STATUS LAPORAN



KELENGKAPAN SURAT KUASA
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Atas nama PN, 
Pasangan & Anak 

dalam Tanggungan 
berusia > 17 tahun

(dikirimkan dokumen 
aslinya ke KPK)

Catatan:
Khusus SK yang 
menggunakan e-meterai, 
cukup mengirimkan 
softcopy melalui email 
sk.elhkpn@kpk.go.id



PROSES VERIFIKASI ADMINISTRATIF
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• KPK melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh LHKPN yang 

disampaikan.

• Aspek yang dicek :

• Kelengkapan Surat Kuasa Perbankan (Lampiran 4); dan

• Kewajaran isian LHKPN (data keluarga, nilai pelaporan, penerimaan 

atau pengeluaran).

• Per 1 Januari 2023, KPK telah mengimplementasikan metode verifikasi 

otomatis pada saat proses submit LHKPN di e-Filing, yaitu dengan 

mengecek:

• Kelengkapan SK berdasarkan tagging pada pelaporan sebelumnya;

• Adanya anomali nilai pelaporan harta, penerimaan, dan pengeluaran 

berdasarkan hasil analisis Machine Learning (AI).



HASIL ANALISA VERIFIKASI ADMINISTRATIF

1. Surat Kuasa Belum Lengkap / Tidak Sesuai

Pengiriman Surat Kuasa perlu dilakukan kembali 
jika ada perubahan data keluarga (Pasangan atau 

Anak yang Baru berusia 17 Tahun). Selain itu, 
seringkali surat kuasa tidak ditandatangan atau 
tandatangan tidak sesuai –  Silakan Discan sebelum 
kirim.

2. Nilai Pelaporan Salah Input

Wajib LHKPN sering salah input angka dari 
seharusnya Rp 1.000.000. 000 menjadi Rp  

1.000.000.000.000 atau sebaliknya dari Rp 
100.000.000 menjadi Rp 100

3. Terdapat Harta Yang Dilaporkan dengan Nilai Rp 1

Banyak Wajib LHKPN yang mencantumkan  
nilai saldo rekening yang dimiliki dengan 

nilai Rp 1 atau nilai transaksi terakhir di 
rekening tersebut. Termasuk melaporkan 
Harta/Utang dengan Nilai Rp 1  padahal  
maksudnya adalah asset tersebut sudah 
dijual  atau tidak dimiliki

4. Hanya Mencatatkan Nilai Utang dan 
Kas saja

Banyak Wajib LHKPN yang hanya  
mencantumkan  nilai utang saja tanpa 

menginputkan harta yang diperoleh dari 
hasil  utang tersebut.

5. Penerimaan dan Pengeluaran Hanya 
Dihitung Satu Bulan

Banyak Wajib LHKPN yang salah hitung 
penerimaan dan pengeluaran  hanya satu 

bulan saja seharusnya SATU TAHUN
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https://elhkpn.kpk.go.id

KOORDINASI TATAP MUKA

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi

Jalan HR. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta 

Selatan 12950

PENGIRIMAN SURAT KUASA & FORM AKTIVASI

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Gedung Merah Putih KPK 

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 

Selatan 12950

KONTAK KPK

PIC KPK

ABRORY N : / Abrory.Nasrullah@kpk.go.id  

Call Center : 198

Email Layanan : elhkpn@kpk.go.id

Email Pengiriman SK e-meterai : 

sk.elhkpn@kpk.go.id 

mailto:Abrory.Nasrullah@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:sk.elhkpn@kpk.go.id


TERIMA KASIH

https://elhkpn.kpk.go.id
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